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PROV丨 :、Is1κEPULAUAⅡ BAHGKA:EL「 rul、IG

Pada haH :n∶  Karmis tangεaI L∶Fna bulan Ⅲaret tahun d刂a 丬bⅡ dⅡa pu:刂 h (05《X卜2020) yanε

bertanda tangan d∶ bawah;n∶ :

土. Nama
AIamat

Jabatan

2。  Nama
A丨amat

Jabatan

D旧.susAⅢ△ⅢⅡAP
KompIek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu PemeFintah Provins∶ Kep.Bangka
Bel∶ tung Gedung Kantor GubernuF Lt。 Ⅱl JlⅡ Pu∶au Bangka κelurahan`刂rltam
κepala D丨 nas Pemberdayaan Perempuan, PeFI∶ ndungan Anak, κependudukan
Pencatatan s∶ pil dan PengendaⅡ an Penduduk κe:uarga Berencana daIam ha丨 ini

bertindak untuk dan atas nama D∶ nas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan
Anak, κependudukan Pencatatan sip:l dan PengendaⅡ an POnduduk κeIuarga

Berencana yang seIa硝 utnya doebut P:HAK PERt^Rk

DⅡ。H。 s^HIRⅢ AⅡ,.m.s∶

κomp∶ek  Perkantoran  Pemer∶ ntah  Prov∶ nsi  KepuIauan  Banε ka  BeⅡ tung

PangkaIpinang
κepaIa Badan Kepeε awaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia Provinsi
Kepu∶ auan臼 anεka BeI∶ tung da丨 arn haIin∶ berundak untuk dan atas nama Badan
κepegawaian dan Penε embangan sumber Daya ManⅡ sIa PFOv|nsi κepuIauan
Bangka Belitung yang seIa刂 utnya d∶ sebut P1HAκ κED【J^.
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PlHAκ PE町
^Ⅲ^dan PIHAκ

 KEDu^yang sela叫 utnya$ecara be丐 amasama doebut PARA PlHAκ ,

terleb:h dahuIu menerangkan sebagai beJkut:

土. bahWa P∶HAK PERtAⅡ1A ada|ah un$ur peIaksana PemeHntah Provins∶  κepuIauan Bangka
BeⅡtung di bidang kependudukan dan pencatatan sipⅡ  yang bertanggung jawab kepada
Gubernur KepuIauan Bangka Belitung yan{::∶  ben盯enang dan berkeu旧 j∶ban  melayani
pemanfaatan NOmor Induk Kependudukan (NIK), Data κependudukan dan κTP e|ektronik

kepada丨 embaga pengguna,yaitLJ satuan Ke刂 a Perangkat Daerah Provinsi Kepu∶ auan Bangka
BeIitung;

2. b犭hwa PIH^κ κED刂A adaIah Badan κepegawaian dan Pengembanε an sumber Daya丨Ⅵanusia

ProVinsi κepulauan Bangka BeⅡ tung yang rneFupakan satuan Ke刂 a Perangkat Daerah Provins∶

κepuIauan Bangka BeⅡtung;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut

生.   undangˉ undang NOmor 23 Tahun 2006 tentang Adn丫 n∶stra$i Kependudukan 〈Lembaran
Negara Repub:ik Indones∶a Tahun2006NOmor⊥ 24,Tambahan Lembaran ⅡegaFa RepubⅡ k

Indones∶ a NOmor4674),sebaεairnana teIah diubah dengan undang~undang NOmoF24Tahun
20生3(Lembamn Negara RepubI:k1ndonesia Tahun20± 3NOmor232,Tambahan Lembaran
Negara RepubI:k lndonesia Nomor5475);

2.   Undang~undang NOmor土 且Tahun2008tentang lnformasi dan TFansak茁 EIektron∶ k(Lembaran
Negara RepubⅡ k Indonesia Tahun 2008NOmor58,Tambahan Lembaran Neε ara Republik
:ndones;a NOmor4843),sebagairnana teIah d∶ ubah dengan undang~undanε NOmor丘 9丁ahun
20生6(Lembaran Negara RepLIbIikIndonesia Tahun20± 6NOmor25△,丁ambahan Lembaran
Negara RepubⅡ k Indones∶ a Nomor5952λ

3.   Peraturan Pemer∶ ntah NOmor37丁 ahun2007tentang PeIaksanaan Undang~undang Nomor
23Tahun2006tentang Adm;n∶ stFa$i Kependudukan(Lembaran NegaFa RepubⅡ k Indonesia

丁ahun 2007 Ⅱomor 80, Tambahan Lembarah Negara RepubIik Indonesia NOmor 4736)
sebaεairnana telah diubah dengan Peraturan PemeHntah"omor丘 02丁ahun20⊥2(Lembaran
Negara RepubⅡ k:ndones∶ a丁ahLJn20上2Nomor265,Tambahan Lembaran Negara Repub‖ k
lndones:a NOmor5373);

4.   PeFaturan Pemer∶ ntah NOmor82Tahun20± 2tentang PenyeIenggaFaan sistern dan Transaksi

E丨ektronik (Lembaran NegaFa RepubⅢ k Indonesia 丁ahun 20生 2 Nomor ±89, Tambahan
Lembaran Negara RepubⅡ k Indonesia Ⅱomor5348污

5.   Peraturan Pres∶den NOmor 26 Tahun 2009 tentang PeneFapan κartu Tanda Penduduk
BeFbasis NOmofInduk Kependudukan secaFa NasionaI,sebaga∶rnana telah diubah beberapa
kaⅡ,terakhiF dengan Peraturan Pres∶ den Nomor生⊥2Tahun20⊥ 3(Lembaran Negara RepubⅡ k

lndonesia Tahun20± 3NOmor257);

6Ⅲ   Peraturan Mente"Da∶am Nege“ NOmor△02Tahun20生9tentang Pembedan Hak Akses dan
Pemanfaatan Data Kependudukan。

Berdasarkan ha卜 hal sebaga∶ rnana tersebut di atas, dengan ∶ni PARA PlHAκ sepakat untuk
membuat Pe刂anjian Ke刂 asama tentang Pemanfaatan ⅡomoF lnduk Kependudukan dan Data
κependudukan dengan ketentuan sebagai beHkut:

Pasal土
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PasaI工

Ⅲ

^KsuD DAN TuJUAN
Maksud dan t刂 uan Pe刂anjian Ke刂asama in∶ adaIah untuk mengefekt∶ fkan fungsi dan peran PARA

PlHAⅡ daIaΠl pemanfaatan Data Kependudukan berbasiskan Nomorlnduk Kependudukan.

PasaI2
RuA"G LlⅡ GKUP

Ruang Ⅱ口gkup Pe刂 anJian Ke刂 asama∶ ni meⅡ puti:

a。  Pemanfaatan NomorInduk Kependudukan.
b.  Pemanfaatan Data κepemduduka".

PasaI3
κEWAJIBAN PARA P∶ H^Ⅱ

(土) PlH^K PERTAⅢ A mempunyaikeW丬iban:

a.  Pema"faatan NomorInduk κependudukan:

土。 FnemfasⅡ扯asi pembeⅡan NOmor Induk Kependudukan kepada PlHAK κEDUA dan
memberi  tanda  pada  Nomor  Induk  Kependudukan  yang  sudah  d刂 aFnin

ketunggaIannya;dan

2. membeⅡ kan bi了nbingan teknis dan pendampingan tekno tentang iFnp∶ ementas∶

kewajiban P∶ HAK KEDUA untuk rnencantumkan NOmor Induk Kependudukan daIam
Iayanan P1HAκ  κEDuA atas biaya PI"^κ  κEDUA.

b.  pemanfaatan Data Kependudukan:

⊥。  memfasⅡ△as: pemberian hak akses secara terbatas kepada PlHAκ κEDUA sesuai
dengan kebutuhan,yang dik刽 i OIeh T∶ Fn Tekn:s dar:PARA PIH^K untuk Fnendaρatkan
pe阝etl刂uan P:H^κ  PERTAmA atas nama Gubernur KepuIauan Bangka BeI∶ tung

2. menyediakan jaHngan komunikas∶ data dar∶ PIHAK PE日tAⅢA kepada PIHAK KEDuA
untuk土 tsatu)刂 t∶k atas b∶aya PlHAκ  κEDuA;

3.  memfasmitasi pember:an b:Fnb:ngan teknis dan pendampingan teknis tentang
∶rnpIementas: pemanfaatan Data Kependudukan oleh PlH^κ  PERt^ⅢA kepada
PIH^K κEDUA;dan

4.  me刂 aga kerahas∶aan, keutuhan,dan kebenaran data yang d∶ peroleh dan diakses

daJ PlHAκ κEDuA Wa∶ aupunjangka waku Pe刂 a丬ian Ke刂asama∶nitelah berakhir.

(2) P1HAK κEDuA mempunyaikew刽 :ban:

a.  Pemanfaatan Nomorlnduk κependudukan:

土. menCantumkan Nomor Induk Kependudukan yang sudah d刂 aΠlin ketunggaIannya

da∶aⅡl set:ap layanan yang dkerbkkan PlHAκ KEDuA daIann memberikan pelayanan
kepada pubⅡ k;dan

2. menyediakan perangkat dan tenaga teknis serta anggaran untuk peIaksanaan
birnb:ngan teknis dan pendamp:ngan teknis guna ke∶ a"caran iFnplementas∶

kewaJ:ban PIH^κ  κEDUA untuk mencantumkan NomorInduk κependudukan daIam
Iayanan PIHAK KEDVA.
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b.  Pemanfaatan Data Kependudukan:

生. menJanlin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yanε  diakses dar∶  P∶ HAκ

PE瞰 MA WaIauρ unjangka waktu Pe刂 anjian Ke刂 asama in∶ teIah berakhir;

2. menyed∶ akan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data
Kependudukan;

3. menu刂 uk secara tertuIis 土 tsatu)orang p丬abat tetap di PIH^κ KEDuA sebagai

0engelOIa hak akses yang d∶ be。kan wewenang dan tanggumg jawab oIeh PIHAK
KEDU凡

传  menyampaikan secara teduⅡ s  usuIan  namaˉ nama  petugas  pengguna data
J 

∮
  kependudukan daⅡ  peεawa∶ tetap PIHAκ  κEDu^kepada PIHAκ  PERtAⅢA meIaIui

pengeI°Ia hak akses;

5. menyiapkan dukungan anggaran untuk jaHngan k° mun∶kas∶  data dar∶  P∶H^κ

PERTAmA kepada P1HAK κEDuA untuk⊥ tsatu)t:tik;

6。  menyiapkan dukungan anggaran untukJaHngan k° munikas∶ data konekskas daritit;k

peneJmaan hak akses daH PIHAκ  PERTAⅢA ke t沁 ik-titik lainnya di Ⅱngkungan PIHAK
KEDuA sesuai kebutuhan;

7Ⅱ  menyediakan anεεaran untuk pe丨 aksanaan b:Fnbingan teknis dan pendampingan
teknis tentang irnpIementasi pengε unaan hak akses untuk mendapatkan data
perorangan yang d∶ keIOIa OIeh PlH^κ  KEDuA yanε  sudah d"engkapi dan dibe日 Jhkan
oIeh PIHAκ PERTAⅢA;dan

8. membe西 kan hak akses secara terbatas kepada PIHAK PERTAⅢ A untuk rnenar:k data

yang d∶了ηⅡiki PlHAκ  κED△A guna me∶engkapi database kependudukan Fnilik PlHAκ

PERTAⅢ
^Ⅱ

PasaI4
H^K PARA PlHAκ

(±l P1HAK PERTAⅢ
^mempunyai hak:

a。  Pemanfaatan NOmor∶ nduk Kependudukan:

Mengawasi pelaksanaan kew臼 刂:ban PlH^κ  κEDuA untuk mencantumkan NOmor lnduk
Kepemdudukan daIam Iayanan yanε dkerbitkan PlHAK κED△A.

b。  Pemanfaatan Data Kependudukan:

生。  membeHkan perset耐 uan teFhadap usuIan PⅡ HAκ κEDUA tentang pengeIoIa hak
akses dam petugas pengguna data kependudukan;

2.  mengawas∶ pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan;dan

3.  mendapatkan hak akses secara terbatas daⅡ  PlHAK KEDUA untuk pengkinian data
yang dirni丨iki oleh PlHAκ κEDu^guna meIengkap∶ data0ase kependudukan secara
nas:ona∶ .

(2) PIHAK KEDVA mempunyaihak:

a.  Pemanfaatam NomorInduk κependudukan:

工. mendaρ atkan"omoΓ Induk Kependudukan yanε teIah d刂 arnin ketunggaIannya untuk
se:uruh penεgunaan Iayanan yang d;seIenggarakan o∶ eh P:H^K KEDb弋 dan

2。  mendapatkan birnb∶ nεan teknis dan pendamp∶ ngan tekn∶ s tentang i了 np丨ementas∶

kewa”ban PI"^κ  KEDU^untuk mencantumkan NOmor lnduk κependudukam yang
telah d刂an,∶m ketunggaIannya daIam Iayanan yanε d∶terb⒒ka"PIHAK KEDU^。
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b。  Pemanfaatan Data KependLIdukan:

⊥。  mendapatkan hak akses Data Kependudukan se∞ Fa terbatas sesua; kebutuhan
dengan,perset刂 uan ter丨ebih dahu丨 u daⅡ PIHAX PERTAH凡 dan

2. mendapatkan b:Fnbingan tekn∶ s dan pendamp∶ ngan teknis tentang impIementas:
penggunaan hak akses Data κependudukan.

PasaI5
EVAL【】

^s∶

DAm PELAPORAⅡ

(生) 'PIHAⅡ  KEDtiA beFkew刽 iban membuat lapo旧 n berkala pemanfaatan NOmor lnduk
κependudukan dan Data KependudLIkan pe「 serneste△ bulan Juni untuk seFnester pertama
dan bulan Desember untuk semester kedua kepada P∶ HAκ PERt^m^dengan tembusan
DirektuFJenderaI κependudukan dan Pencatatan￡ △pⅡ dan Gubernur。

(2)  PlHAκ  PE「rAMA melakukan evaIuas∶ pemanfaatan NOmor Induk κependudukan dan Data
κependudukan secara berkaIa atas Iaporan PlHAκ  κEDUA sebagairnana d;rnaksud pada ayat
(上

)。

《3)  PIHAK PERt删 A dapat rnelakukan evaIuasi pemanfaatan NOmor Induk κependudukan dan
Data Kependudukan sewaktu-waktu。

(4)  HasⅡ evaluas∶ sebagairnarla dirnaksud pada ayat(2)d∶ Iaporkan kepada Gubernur dengan
tembusan MenteⅡ  Da丨 ann l、、legeJ meIalu∶ D∶ rektur Jendera∶ Kependudukan dan Pencatatan
sipil。

PasaI6
JANGⅡA WA阿V

Pe刂anj∶ an κe刂asama ini mulai berlaku 蝴 ak ditandatanganinya Pe刂 anjian Ke刂 asama :ni oleh
PARA PIH^Ⅱ sampai dengan tangga∶ 5Maret2025dan dapat diperpaqang atas persetujuan PARA
PIHAκ ,

Pasa∶ 7
KEADAAH ⅢEⅢA【s^fFOnCE mnJEuRg

(⊥) ApabⅡa te刂adi ha卜 ha∶  di  Iuar kekuasaan PARA PIHAK atau  keadaan memaksa,
dapatdⅡ akukan perubahan peIaksanaan Pe刂 anjian κe刂asama atas perset刂 uan P^RA P∶HAκ‘

(2) κeadaan memaksa sebagairnana dirnaksud pada ayat (至、 ada∶ah adanya keb刂 akan
pemerintah yang mengakibatkan 刂dak dapat d:Ia刂utkannya pelaksanaan Pel∶ ;anJian
Ke刂asama∶ ni dan apabⅡ a te刂adi ha卜 haI diIuar kekuasaan PARA PIHAκ。

PasaI8
BER^κHIRmYA PERJAⅡ JlAⅡ κERJ^s^ⅢA

Pe刂anjian Ke刂 asama beFakh∶ r apabi丨 a:

a. Jangka waktu PerJan刂 Ian κe刂asama telah selesaI;atau

b. atas kesepakatan P^RA PIHAK untuk Fnengakhiri ke刂 asama sebelum jangka waktu Pe刂 anjian

κe刂asama berakh∶ r.
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矿
Pasa19

PEⅡVELEsAlA∶、1PERsELisIHAⅡ

(土) ApabⅡ a dikemud∶ an haH tirnbuI pθ rFnasalahan daIam perbedaan pena承 茁ran dan pelaksanaan
Pe刂a叫 ian Ke刂asama ini antara P^R^P∶ HAκ akan d∶selesaikan secara musyawarah untuk
mufakat。

(2) Da∶ am hal musyawarah dan mufakat sebagairnana d∶ rnaksud pada ayat(⊥ )tidak teFcapa∶冫
maka okan d:seIesaikan sesuai denε an peraturan perundang~undangan.

Pasal±o
LA:Ⅱ -LAlⅡ

DaIam haI d∶ peFIukan adanya penambahan atau penguran莒 an mateⅡ PerJanJian κe刂asama
∶nl,maka dapat dⅡ akukan perubahan atas perset哺 uan PARA PIH^κ 。

Perubahan sebaga∶ rnana d∶ rnaksud pada ayat (生 ) d∶tuangk。 n da∶am nddenJⅡm yang
merupakan baglan yang tidak terp∶ sahkan dari Pe刂 anj∶ an Ke刂 asama in:。

Ketentuan-ketentuan yang beⅡ“fat teknis dan operas:onaI dalam peIaksanaan PerJanJIan
κe刂asama:ni akan d∶ susun da∶am standard oρeFas∶onal dan Prosedur(sOP冫

Pasal工土

PEⅡ刂丁uP

Den1ikian Pe刂 anJ∶ an Ke刂asama∶ ni dibuat daIam ranεkap2(dua、 mas∶ ng~rnasing dibubuhi matera∶

Cukup dan mempunyai kekuatan hukurn yang sama setelah d;tandatangani PARA P:HAκ

蒈生)

董2)

〈3)

P∶ HAK P叵 RTAⅢA
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